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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. [bookmark: _Toc171654343]Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau kegiatan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. 
Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli: 
a. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pengertian pelaksanaan yakni sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. 
b. Menurut Westra, pengertian pelaksanaan yakni sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 
c. Siagian S.P, pengertian pelaksanaan yakni merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. [footnoteRef:1] [1:  Sondang. P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara, 2019] 

d. Lembaga Admnistrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah Upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat atau fasilitas penunjang pelaksanaan.
Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: 
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; 
b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; 
d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: 
a. Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan; 
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; 
c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan Dana Desa sendiri memiliki artian serangkaian kegiatan yang terperinci dan terstruktur melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, peraturan menteri keuangan, dan peraturan bupati.
Pelaksanaan Dana Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pelaksanaan adalah: 
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
2. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. 
3. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Sejalan dengan hal yang telah diterangkan diatas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 bahwa Mekanisme pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menyesuaikan dengan Peraturan-Peraturan yang ada, dilaksanakan dengan 4 (empat) Tahapan , Yakni :
1. Perencanaan, terdiri atas : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat  RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes merupakan dasar penyusunan rencana kerja desa (RKP Desa).
•	Penyusunan RPJMDes terdiri atas tahapan:
· Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih.
· Pandangan pokok-pokok pikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
· Aspirasi dari Unsur Masyarakat yang hadir
· Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJMDes
· Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis kabupaten/kota, RT/RW
· Tim penyusun RPJMDes melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara :
· Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
· Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
· Pemutakhiran data informasi Pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah desa;
· Penggalian Gagasan Dusun dan Kelompok.
· Tim penyusun RPJMDes Menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
· Rancangan RPJMDes diserahkan oleh Tim Penyusun RPJMDes kepada Kepala Desa untuk diperiksa.
· Pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbang Desa tentang Penyusunan Rancangan RPJMDes, dengan agenda Penyampaian hasil penyelarasan arah Pembangunan kabupaten/kota dan Pengkajian Keadaan Desa, Pembahasan pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggara Pemerintah, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
· Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDes;
· Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJMDes;
· Pelaksanaan Sosialisasi RPJMDes.

· Penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa
· Musyawarah Desa atau biasa disingkat “Musdes” adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal ini dimuat dalam Pasal 1 poin 8, Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019.
· Penyusunan RPJMDes diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
· Musyawarah Desa membahas Visi Misi Kepala Desa, pokok-poko pikiran BPD dan Prakarsa unsur Masyarakat. Hal ini dimuat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019.
· Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes terdiri atas:
· Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
· Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
· Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan 
· Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat Desa lainnya.



Unsur Masyarakat Desa dalam keanggotaan tim penyusun RPJMDes yang dimaksud meliputi :
· Tokoh adat, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
· Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
· Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
· Organisasi atau kelompok pengrajin;
· Organisasi atau kelompok Perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
· Perwakilan kelompok Masyarakat miskin;
· Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
· Kader Kesehatan;
· Penggiat dan pemerhati lingungan;
· Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
· Organisasi sosial dan/atau Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
· Pengkajian Keadaan Desa proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan objektif Masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika Masyarakat desa. Tim penyusun RPJMDes melakukan Pengkajian Keadaan Desa, yang meliputi kegiatan :
· Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa dan Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Desa meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau Lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Desa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
· Pemuktahiran data informasi Pembangunan Desa, adalah data yang meliputi Profil Desa, Indeks Desa Membangun, Data Kemiskinan, dan Data pendukung lainnya.
· Penggalian gagasan dusun atau kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan Desa. Nantinya, hasil kegiatan tersebut disusun dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJMDes.
· Laporan pengkajian Keadaan Desa terdiri atas :
· Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
· Daftar inventarisir potensi;
· Daftar inventarisir masalah;
· Daftar gagasan dusun/kelompok; dan
· Rekap gagasan dusun/kelompok. 
Laporan ini kemudian disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMDes kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
· Peta Sosial Desa (sketsa Desa);
· Gambar Kalender Musim; dan
· Hasil pemetaan Aset Desa.
· Penyusunan rancangan RPJMDes
Berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun RPJMDes Menyusun rancangan RPJMDes. Rancangan RPJMDes yang disusun oleh Tim Penyusun kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu disampaikan oleh Tim Penyusun RPJMDes kepada kepala Desa untuk diperiksa dan selanjutnya disetujui.
Kemudian Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJMDes. Dalam hal ini apabila Kepala Desa merasa masih terdapat kekurangan materi dan substansi dalam rancangan RPJMDes tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.
Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui oleh Kepala Desa, maka dilaksanakan Musrenbang Desa.
· Penyelenggaraan Musrenbang Desa yang Membahas Rancangan RPJMDes. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Mayarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini termuat didalam Pasal 1 Poin 9 Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019. 
Pembahasan rancangan RPJMDes melalui Musrenbangdes dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah, yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diskusi kelompok secara terarah tersebut membahas hal-hal berikut :
· Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
· Laporan hasil Pemetaan Aset dan Perencanaan Pengembangan, Pemeliharaan, Pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa;
· Prioritas Rencana Kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
· Perkiraan Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa tentang pembahasan Rancangan RPJMDes dituangkan dalam berita acara. Berita acara memuat hasil Musrenbang Desa dan Rancangan RPJMDes selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD.
· Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyepakati RPJMDes adalah salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMDes. Hasil dari kesepakatan dalam Musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan berita acara hasil kesepakatan Musyawarah Desa ini kemudian disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.
· Penyelenggaraan Musyawarah BPD untuk Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes. RPJMDes hasil Musyawarah BPD kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
· Sosialisasi RPJMDes merupakan salah satu tahapan/mekanisme dalam penyusunan dan penetapan RPJMDes. Kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi RPJMDes dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk ditujukan Kepada Masyarakat. Kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat ini dilakukan melalui saluran Media dan Forum-Forum Pertemuan Desa.(sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf i, Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019).
· Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RPJMDes termuat didalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan bahwa; “petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota”. Artinya Juknis RPJMDes dan RKPDes, serta Juknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan diatur lebih lanjut melalui Perbup/Perwali. Sebenarnya pengaturan Juknis tersebut sudah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tepatnya Pada Pasal 89. Namun kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan. Maka dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019, Khususnya yang mengatur Juknis Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes) ini, memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat Menyusun Perbup/Perwali mengenai Petunjuk teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.[footnoteRef:2] [2:  https://www.formatadministrasidesa.com/2020/01/rpjmdes.html. Diakses Tanggal 5 Maret 2024, Pukul 19.37.] 

b.  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 
· Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:
· Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan pembangunan tahunan,
· Pembentukan tim penyusun,
· Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa,
· Pencermatan ulang RPJM Desa,
· Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
· Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,
· Musdes pembahasan dan penetapan, dan
· Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang     RKP Desa. 
· Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
· Memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah Kabupaten, dan
· Berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
· Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
· Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan merupakan pendahuluan penyusunan RKP Desa.
· Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.
· Tim Penyusun RKP Desa, Tim Penyusun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
· Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa,
· Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian,
· Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Tim, dan
· Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader, dan unsur masyarakat lainnya.
· Tugas-tugas Tim Penyusun sebagai berikut:
· pencermatan perkiraan pendapatan desa,
· pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
· penyusunan rancangan RKP Desa,
· penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, dan
· penyusunan dsain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada BPD untuk ditetapkan melalui Musdes. BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.[footnoteRef:3] [3:  https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/8/5/rencana-kerja-pemerintah-desa-definisi-tujuan-dan-tahapannya. Diakses Tanggal 5 Maret 2024, Pukul 20.13.] 

c. Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APB Desa) adalah peraturan Perundang-undangan tentang APBDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD terkait anggaran di Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan dan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam regulasi desa yang mengatur pendapatan dan belanja Desa biasa disebut Perdes APB Desa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa serta terperinci sebagai berikut:
· Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Yang terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain.
· Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
· Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
· Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan.
Penyusunan rancangan peraturan Desa yang memuat sebagaimana dimaksud diatas diprakarsai oleh pemerintah Desa dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan dan selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Artinya setiap Peraturan Desa tidak dapat ditetapkan dan diundangkan jika belum disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui rapat paripurna. Dan khusus rancangan Perdes APB Desa wajib dievaluasi oleh Bupati/walikota. Sesuai dengan Pasal 14, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa memuat Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[footnoteRef:4] [4:  https://ciptadesa.com/perdes-apbdes-2024/. Diakses Tanggal 5 Maret 2024, Pukul 21.22.] 

2. Pelaksanaan, Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Oleh Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas :
· Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
· Rencana kerja kegiatan Desa; dan
· Rencana Anggaran Biaya. 
Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan Dokumen Penyelengaraan Anggaran (DPA) kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan DPA yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.
3. Penatausahaan, Penatausahaan  adalah  pencatatan  seluruh  transaksi keuangan, baik  penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dibukukan dalam Administrasi Desa atau dalam Buku Bank, Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. 
4. Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas :
· laporan pelaksanaan APB Desa, dan
· laporan realisasi kegiatan.
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang :
· Pelaporan Insentif;
· Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Perdes APB Desa;
· Laporan Semester;
· Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun;
· Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan;
· Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun.
Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang :
· Realisasi Dana Desa
Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah mencapai realisasi sebesar Rp 347.737.140.900 pada akhir tahun 2023, dengan persentase sebesar 99,79% dari target yang ditetapkan.. Realisasinya terbagi menjadi beberapa Tahap, dengan Tahap I (satu) sebesar Rp.16.773.300.000, Tahap II (dua) Rp.16.773.300.000, Tahap III (tiga) Rp.16.773.300.000, dan Tahap IV (empat) Rp.16.773.300.000. Sisanya, Rp.9.344.365.000, digunakan untuk Relokasi.
· Struktur Anggaran Pendapatan
Struktur anggaran pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 terdiri dari beberapa bagian, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah. Dana Desa sendiri memberikan kontribusi sebesar 7,9% terhadap total pendapatan daerah, dengan nilai Rp.348.484.064.000.[footnoteRef:5] [5:  http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail-2023/TVh6bXBhMTI2RjRXMVlLcjZzTWgrQT09. Diakses Tanggal 6 Maret 2024, Pukul 12.59.] 

· Penggunaan Dana Desa
Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pemberdayaan bidang olahraga, pembentukan desa tangguh bencana, dan lain-lain. Contohnya di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2017, dana desa digunakan untuk pembangunan sarana air bersih sebesar Rp.39.000.000, dan pada tahun 2018, digunakan untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp 97.909.000.[footnoteRef:6] [6:  https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/Blog/halaman/dana-desa. Diakses Tanggal 6 Maret 2024, Pukul 16.40.] 

· Bimbingan Teknis dan Pelatihan
Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa, Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan ini dibutuhkan oleh Aparatur Desa karena bertujuan memberikan pemahaman dan ketelusuran kepada pemangku kepentingan desa tentang penggunaan dana desa secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

[bookmark: _Toc171654344]Analisa Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisa yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. 
 Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.
Analisa yuridis terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis dan praktis.
1. Aspek Yuridis
· Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang ini menetapkan dasar hukum untuk pengelolaan Dana Desa. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang.
· Peraturan Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan ini mengatur tentang penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah desa harus mengelola dana dengan baik agar hasil dari tindakan swadaya masyarakat terlihat jelas.
· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan ini mengatur tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penempatan dana ini sudah sesuai dengan peraturan ini.
2. Aspek Praktis
· Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pemerintah desa bekerja sama dalam mengelola dana desa. Hal ini terlihat dari penurunan persentase kemiskinan dari 4,56% pada tahun 2014 menjadi 3,62% pada tahun 2022.
· Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. ADD diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
· Program dan Kegiatan yang dilakukan di desa, seperti pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur, sangat diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah desa juga diminta untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan, peraturan, dan kebijakan agar tidak menimbulkan tanggapan negatif.
· Pengawasan dana desa penting untuk meningkatkan kinerja BPD. Lemahnya kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mengganggu mekanisme check and balances, yang pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.
· Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat diharapkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program pemerintah dapat lebih efektif diterapkan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlihat jelas.
· Penyelenggaraan pemerintahan desa harus terintegrasi, bersinergi, dan sejalan dengan program pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang.
· Sosialisasi dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang bertujuan untuk memperkuat penentuan program kegiatan desa sesuai prioritas nasional. 
· Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Analisis terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa menunjukkan bahwa pengalokasian dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Analisa yuridis terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kebijakan ini didukung oleh berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam melakukan Pendampingan dan Desa sendiri telah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini juga tidak terlepas berkat pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari jajaran Kepolisian dan Kejaksaan kabupaten Deli Serdang.
[bookmark: _Toc171654345]Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. 
Keberhasilan dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan 
Perekonomian Indonesia saat ini banyak di pengaruh oleh ekonomi global yang fluktuatif, sehingga untuk menghadapi hal tersebut maka pemerintah mempererkuat fondasi ekonomi dengan strategi ekonomi yang menjadi acuan dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan, menjadi salah satu tantangan oleh pemerintah dalam meratakan pembangunan ekonomi di daerah-daerah kepulauan. Upaya Pemerintah Indonesia dengan membuat berbagai macam kebijakan dalam menyeimbangkan dampak ekonomi ke setiap daerah dan menjadi pendorong dalam membangkitakan potensi ekonomi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan desa di dukung oleh pemerintah yaitu dengan adanya sumber-sumber pendapatan yang di anggarkan pemerintah dan potensi pendapatan asli desa. Sumber Pendapatan Desa, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota, Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3 (tiga) serta Pendapatan Desa yang Sah Salah satu sumber pandapatan desa berdasarkan pasal 72 UU No 6 tahun 2014 yaitu Dana Desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi harapan untuk dapat menjawab kebutuhan yang ada di desa dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus di hadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya sehingga bebas dari kemiskinan, Pemerintah Indonesia berupaya dan berusaha menjawab masalah tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tujuan yang sama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat di harapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya pembangunan ke pelosok pelosok daerah kepulauan. Dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa yang menjadi bagian dari desa-desa, maka di harapkan dapat menangani permasalahan kemisikinan dan kesejateraan masyarakat. 
Pemerintah Pusat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi perpanjangan tangan dalam mengatasi masalah kemmiskinan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhdap penggunaan anggaran yang di realisasikan. 
Kabupaten Deli Serdang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, yakni 3,62%. Pada tahun 2022 terdapat sebesar 3,62 persen penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Deli Serdang. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 yang mencapai 4,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan pada tahun 2022 jika dibandingkan pada tahun 2021. Dilihat dari sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (P2) di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami kenaikan dari 0,13 pada tahun 2021 menjadi 0,20 pada tahun 2022. 
Dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Kabupaten Deli Serdang merupakan Kabupaten dengan nilai persentase kemiskinan terkecil di Provinsi Sumatera Utara. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari ketidakmampuan dalam konsumsi dasar, tapi juga mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik serta budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang sejahtera.
2. Penghargaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 untuk Kategori Kabupaten, Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari 187 desa tertinggal pada tahun 2016, tidak ada lagi desa tertinggal pada tahun 2023 berkat sinergi program pemerintah dan desa. 
3. Penopang Kebutuhan Pangan 
Kabupaten Deli Serdang, bersama 10 kabupaten lain di Indonesia, berhasil menjadi penopang kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia, terutama dalam masa krisis pangan. Hal ini terlihat dari berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang, seperti meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan memanfaatkan lahan secara efisien melalui intensifikasi dan penemuan baru dalam bidang pertanian. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan tujuan menjadi salah satu penopang Indonesia menuju lumbung pangan dunia pada tahun 2045.
4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan dana desa dengan mengikuti proses pengelolaan dana desa secara langsung. Masyarakat dapat mengikuti rapat-rapat desa dan mengajukan pertanyaan tentang penggunaan dana desa. Masyarakat juga bebas memberikan aspirasi mereka tentang bagaimana dana desa harus digunakan. Mereka dapat mengajukan usulan-usulan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi pelaksanaan dana desa.
5. Pembangunan Manusia, Pemerintah Desa Kabupaten Deli Serdang telah berhasil meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Mereka juga mendorong anak-anak sekolah serta masyarakat muda-mudi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan pembangunan desa.
Dalam hal infrastruktur Pemerintah Desa telah banyak membangun jalan desa yang menghubungkan berbagai wilayah, meningkatkan akses transportasi dan distribusi barang. Mereka juga mengembangkan potensi wisata dengan membangun jalur trekking dan fasilitas pendukung lainnya meningkatkan aksesibilitas dengan membangun jalan yang baik, yang memudahkan akses menuju pariwisata desa. Selain itu, mereka juga membangun sarana wisata seperti tempat penginapan dan restoran. Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, dan sarana olahraga, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
6. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang telah meningkatkan pemahaman para kepala desa dan staf keuangan tentang peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.
Dengan adanya berbagai keberhasilan ini, Kabupaten Deli Serdang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting dengan pola hidup sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa. 
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